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ABSTRAK 

 

Vina Yunita Putri (2013): Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang 
 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi dari 

penataan ruang di Kecamatan Pauh Kota Padang. 

Jenis Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap persiapan dan tahap lapangan. Data 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi 

dan survey lapangan dan pengambilan di intansi instansi yang terkait. Teknik 

analisis data menggunakan teknik tumpang susun (overlay) dan digitasi peta 

melalui software Arcgis 10.3. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa kesesuaian Impelemntasi RTRW di 

Kecamatan Pauh dengan rencana pola ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010-

2030, yang mana lahan yang sesuai seluas 15.484,5 Ha, dan lahan yang tidak 

sesuai seluas 445,5 Ha.  Lahan yang sesuai sebesar 97% dan lahan yang tidak 

sesuai sebesar 3%. 

 

 

Kata Kunci: rencana tata ruang wilayah, implementasi penataan ruang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perencanaan tataruang wilayah menjadi salah satu problematika pada 

perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan 

pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan 

menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai 

keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tataruang 

menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus 

mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan 

menjadi acuan dalam pelaksaanaan pembangunan.             

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang diatur dalam 

Perda Nomor 9 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang 

wilayah, Undang-undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang 

diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan, keberlanjutan, keserasian, keselarasan, dan kesinambungan 

keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, 

kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum 

dan keadilan, dan akuntabilitas.      

Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang 

daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 
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kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. 

Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk 

memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang 

setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. 

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar besar 

kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola 

secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.  

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW 

provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah 

kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana 

pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan 

wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola 

ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang 

dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan 

nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi 

yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi 

peraturan zonasi sebagai salah satudasar dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana 

umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.  
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Berlakunya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, 

yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), menuntut seluruh daerah untuk merevisi 

dan menyesuaikan produk peraturan perundangan yang terkait dengan penataan 

ruang di masing-masing daerah agar sesuai dengan Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah tersebut. Dimana semua Peraturan Daerah Provinsi 

tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

diberlakukan. 

Sedangkan semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTRW 

Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diberlakukan. Undang-undang ini 

diharapkan dapat mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan yang terarah 

sehingga pembangunan yang berkesinambungan tersebut dapat tercapai 

sehingga tanah-tanah yang ada dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. 

Disebutkan didalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang 

mengatur penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas 

penataan ruang nasional, penataan wilayah propinsi dan penataan ruang 

wilayah kabupaten kota. Artinya, bukan hanya wilayah nasional, akan tetapi 

setiap propinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruangnya masing-

masing. 

Dewasa ini dengan semakin banyaknya daerah-daerah yang memenuhi 

persyaratan, baik persyaratan administratif, teknis dan wilayah maka semakin 
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banyak pula daerah-daerah baru yang terbentuk, baik daerah tingkat I maupun 

daerah tingkat II, Kota Padang merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota 

provinsi Sumatera Barat, mempunyai misi untuk memberikan keselarasan 

aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, 

diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang 

oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan 

serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. 

Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota 

Padang Tahun 2010-2030 dimana dalam rentang waktu Juni 2012 sampai 

Tahun 2015 ada beberapa hal yang terjadi, sehingga membutuhkan peninjauan 

kembali (PK) terhadap rencana tataruang wilayah. Dalam penyusunan rencana 

tataruang wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010 -2030 di peroleh melalui 

bantuan teknis dari direktorat Jendral Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan 

Umum tahun 2010 dan telah  ditetapkan menjadi peraturan daerah pada Tahun 

2012. Tahun 2015, Pemerintah Kota Padang telah melakukan peninjauan 

kembali terhadap RTRW Tahun 2010-2030. Proses peninjauan kembali 

rencana tata ruang di lakukan dengan melakukan kajian.  

Rencana tata ruang dan penerapannya, rekomendasi tindak lanjut hasil 

pelaksanaan peninjauan kembali yaitu perlu penyempurnaan dengan 

melakukan revisi terhadap Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota 

Padang Tahun 2010-2030. Aspek Kelembagaan Penataan Ruang 

Kabupaten/Kota Koordinator  kelembangaan (Leading sector) penataan ruang 

di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sedangkan 
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Dinas/Instansi yang terlibat berbeda-beda setiap Kabupaten sesuai dengan 

organisasi kelembagaan daerah masing- masing. Masalah yang dihadapi dalam 

kelembagaan penataan ruang Kabupaten adalah kurangnya sumberdaya tenaga 

perencana, baik dari segi jumlah tenaga, maupun dari segi kualitas dan 

kemampuan tenaga perencana, dilihat dari kesesuaian latar belakang 

pendidikan.  

Pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan tingkat 

pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Pemanfaatan ruang yang tidak diatur 

dengan baik, dapat mendorong kearah adanya ketidakseimbangan 

pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup, pemborosan manfaat 

ruang dan penurunan kualitas ruang.  Oleh sebab itu, diperlukan penataan 

ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis 

kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. 

Pada tahap pemanfaatan ruang khususnya di tingkat provinsi masih 

ditemui berbagai kendala yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya 

persamaan persepsi dalam memahami kebijakan penataan ruang sehingga 

kebijakan penataan ruang belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti dalam 

kebijaksanaan institusi masing-masing.   

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kecamatan Pauh Kota Padang 

terdapat beberapa kelemahan:  

a) Masih banyak lahan terbangun yang tidak sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Kota seperti, dalam RTRW harusnya dibangun sarana perdagangan 
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dan jasa namun aktualnya yang terjadi sekarang lahan tersebut 

diperuntukan untuk pembangunan perumahan.  

b) Pada kawasan sempadan sungai di daerah Limau Manih Kecamatan Pauh 

Kota Padang, dimanfaatkan untuk permukiman. Akibatnya terjadinya 

pendangkalan sungai karena masyarakat yang tinggal di daerah sempadan 

sungai membuang sampah ke sungai, pendangkalan sungai akan 

mengurangi kapasitas sungai terutama ketika hujan deras sehingga 

berpotensi terjadinya banjir.  

c) Produk rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten belum dipakai 

sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah. 

d) Dinamika perkembangan masyarakat tidak seimbang dengan upaya 

perencanaan. 

e) Keterbatasan informasi yang dapat disebarluaskan ke masyarakat sebagai 

akibat lemahnya sistem informasi penataan ruang, Keterbatasan 

kemampuan teknis aparat perencanaan di daerah. 

Berdasarkan undang-undang tata ruang Keppres Nomor 32 Tahun 1990 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No 63.PRT/1992 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, 

Daerah Penguasaan Sungai dan bekas Sungai; serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; dilarang membangun gedung di dalam 

daerah sempadan sungai, karena  menyebabkan penyempitan sungai yang bisa 

berujung terjadinya bencana banjir. 
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Belum adanya pedoman standar dan petunjuk teknis yang lengkap 

dalam perencanaaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah observasi peneliti 

banyak terjadi penyimpangan dan kesalahan pemanfaatan lahan pada 

Kecamatan Pauh. Kesalahan ini tentu akan berdampak buruk terhadap 

lingkungan. Oleh karena itu  penelitian ini penting untuk dilakukan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Implementasi  Rencana Tata Ruang wilayah 

(RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan RTRW Kota Padang. 

2. Produk rencana RTRW Provinsi dan Kabupaten belum dipakai sebagai 

acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah. 

3. Keterbatasan kemampuan teknis  aparat perencanaan daerah dalam system 

informasi. 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya 

pada aspek yang berkaitan dengan implementasi penataan ruang di Kecamatan 

Pauh Kota Padang. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka adapun rumusan  masalah 

dalam  penelitian ini berfokus pada Bagaimana implementasi penataan ruang di 

Kecamatan Pauh Kota Padang? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah diatas, adapun tujuan dari  penelitian ini 

yaitu Untuk melihat implementasi penataan ruang di kecamatan Pauh Kota 

Padang. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian  ini diharapkan 

dapat  bermanfaat untuk : 

1. Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 

2010-2030. 

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.Pd. 

2. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian 

yang serupa dan lebih mendalam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan  

kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi rencana tata ruang wilayah 

(RTRW) di Kecamatan Pauh berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kota 

Padang Tahun 2010-2030 dengan kondisi saat sekarang ini, yang mana lahan 

yang sesuai 15.484,5 Ha dan lahan yang tidak sesuai seluas 445,5 Ha. Lahan 

yang sesuai sebesar 97% dan lahan yang tidak sesuai sebesar 3%. 

B. Saran  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta acuan 

untuk implementasi tata ruang, oleh sebab itu penulis menyarankan untuk: 

1. Dinas tata ruang untuk lebih bisa memberikan informasi lebih lanjut 

mengenai RTRW yang ditentukan. 

2. Untuk pemerintah Kecamatan Pauh agar bisa merealisasikan rencana 

yang telah tertulis untuk kemajuan serta perkembangan baik itu 

pembangunan maupun lainnya 

3. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa dijadikan patokan dan 

menyempurnakan penelitian ini kedepannya. 
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